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Jakarta, 3 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Gorontalo Tahun 2020 pada Rabu (3/2) pukul 08.00 WIB. 

Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif 

Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. 

Terdapat dua Perkara PHP Bupati Gorontalo, yaitu nomor perkara 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan 

56/PHP.BUP-XIX/2021. 

 

PHP Kada Kabupaten Gorontalo perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan olehPasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Tonny S. Junus dan Daryatno Gobel. Pemohon melalui kuasa 

hukum Ridwan Darmawan meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Gorontalo Nomor 750/PL.02.6-Kpt/7501/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 tanggal 16 Desember 

2020. Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Gorontalo (Termohon) tidak melakukan tindak lanjut atas 

diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nelson Pomalingo dan 

Hendra S. Hemeto yang telah ditetapkan Bawaslu Kabuipaten Gorontalo. 

 

Perkara PHP Kada Kabupaten Gorontalo berikutnya yakni perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 yang 

dimohonkan olehPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Rustam Akili dan Dicky Gobel. 

Pemohon melalui kuasa hukum Duke Arie Widagdo mendalilkan, meski terdapat selisih perolehan suara 

mencapai 12,8%, namun terdapat tiga hal pokok yang ingin digunakan untuk memperkuat dalil pengajuan 

permohonan perkara Pilkada pihaknya ke MK. Pertama, permasalahan diskualifikasi terhadap Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang 

direkomendasi Bawaslu. Tetapi, sambung Duke, Termohon tidak melakukannya. Kedua, ditemukan 

adanya pelanggaran TSM yang dilakukan petahana dengan membentuk Tim Desk Pilkada. Ketiga, 

ditemukannya penambahan suara pada beberapa TPS, di antaranya di TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 

Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto. 

 

Pada sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, 

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Setelah tahapan ini, MK akan menggelar Rapat 

Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap 

permohonan. (FY). 
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